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MCrfTO:

•* Mafia apakgH mereka akan mencari agama Cain dari agama JlffaB, padakaf 

kepada-fNyafaH 6erseraH diri apa yang ada di langit dan di Bumi, Baik dengan suka 

maupun terpaksa dan Hanya kepada jUdaB-Cafi mereda. dikemBatikan. KjitakgnCaH,' 

kami Beriman kepada -JLflafi dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan 

yang diturunkan kepada iBraHim, Ismail, IsHag, (Yaqu6, dan anak-anaknya, dan 

apa yang diBerikgn kepada. Musa, Isa, dan para naBi dari duHan mereka. Kami 

tidak memBeda-Bedakan seorangpun diantara mereka dan Hanya kepada-(Nya f c-H 

kgmi menyerakkan diri. (QS JLli Imran [3 ]: 83-85)

“ Sampai kgpanpun kfBenaran tetapCaH keBcnaran, dan Bc Bati fa n tidak ^ky-n 

pemak dapat mengafaHkgn dan menofakkeBenaran apaBiCa tefafi datang kepadanya 

suatu keBenararu (ayaknya ruang gefap yang tidak akan pemaH dapat menetak 

untukmenjadi terarig apaBiCa tefaH datang catiaya kepadanya ” (Agus (Purwanto).

Skpipsi ini kupersem6aHkgn kepada:

(Bangsa, (Negara, dan agamaku

Papa dan. iMamak tercinta 

& r. a 'C* a a*.

*Yantok 'WaRyu, Devi 

- Almamaterku : Vniversitas Sriwijaya
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bentuk-bentuk badan usaha {Business Organizalion) yang dapat kita jumpai di 

Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari beniuk- 

bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu dari Pemerintahan 

Hindia Belanda. Diantaranya memang ada yang telah diganti dengan sebutan dalam 

bahasa Indonesia , tetapi masih ada juga sebagian yang tetap mempergunakan nama 

aslinya. Nama-nama yang masih digunakan misalnya Maafschaap (persekutuan). 

Firma (Fa), dan Commanditaire Vennontschaap (CV). Selain itu ada juga yang

diindonesiakan misalnya; Perseroan Terbatas (PT), yang sebenarnya berasal dari

sebutan NV atau Naamlczo Vcnnootschap.

Dari penyebutan atau penamaan badan-badan usaha yang demikian beragam,

secara sepintas bisa membingungkan. Namun demikian, dari kaca mata hukum dapat 

dibedakan dengan memilah menjadi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum 

dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Tetapi sebelumnya perlu diperhatikan 

bahwa hukum bisa juga dibagi berdasarkan materinya, yang dapat dihedakan antara 

hukum PublirC dan hukuai Privat.”

I.G.Rai Widjaya, Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang 
Usaha. Mega Poin. Bekasi. 2005. Cet. 4. hlm 1 

2 Ibid., hlm. 2.

I

I



2

Hukum Publik (publiekrecht) adalah hukum yang mengatur hubungan antara 

negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan 

atau publik, seperti Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha 

Negara, Hukum Internasional, dan lain sebagainya.3

* Hukum Privat (privaatrecht) adalah hukum yang mengatur hubungan antara 

individu yang satu dengan individu yang lainnya yang menyangkut kepentingan 

perseorangan sehingga disebut hukum sipil.4

Perusahaan yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Koperasi dan 

badan-badan usaha lain yang dinyatakan sebagai badan hukum, serta memenuhi

umum

kriteria sebagai badan hukum. Sedangkan perusahaan di luar itu adalah bukan

merupakan badan hukum, misalnya Maalschap, Firma, CV, usaha perseorangan dan 

sebagainya.5

Selain bentuk-bentuk badan usaha yang disebutkan diatas, di Indonesia dikenal 

pula suatu bentuk usaha yang dimiliki oleh negara yang biasanya dikenal dengan 

nama Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Pengaturan mengenai Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) telah cukup lama dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. 

Badan Usaha Milik Negara pada mulanya diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 

1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara yang menggantikan Undang-Undang 

No. 19 Prp. lahun 1960 lentang Peiusahaan Negara. Berdasarkan Undang-Undang

3 Ibid
4 Ibid . hlm 2-3
5 Ibid., hlm. 3.
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No 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara, BUMN di Indonesia dibagi 

ijicnjadi tiga bentuk yaitu Perum, Perjan, dan Persero.

Perum dan Peijan merupakan badan hukum publik yang didirikan dengan 

Peraturan Pemerintah, sedangkan Persero didirikan berdasarkan hukum privat yaitu 

KUH-Dagang seperti halnya PT (kini seluruh ketentuan tentang PT yang diatur 

dalam KUHD dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang No 1 

Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas)6

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti pula oleh perkembangan dunia 

bisnis, maka pengaturan terhadap BUMN turut mengalami perubahan. Hal ini terlihat 

dari dilakukannya pembaharuan terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang 

BUMN yakni untuk Perusahaan Jawatan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 6 

Tahun 2000 Tentang Perjan yang mulai berlaku 21 Februari 2000. Sedangkan Perum 

diatur melalui Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum, 

dan Persero diatur melalui Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 1998 Tentang Persero, 

setelah yang sebelumnya bentuk Perum, Perjan dan Persero diatur dalam Undang- 

Undang No. 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.

Pada tahun 2003 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2003 

'kentang BUMN sebagai langkah untuk memperbaharui dan memperkuat landasan 

kerja BUMN agar tetap dapat survivc ataupun bertahan di tengah kemajuan 

perekonomian baik Nasional maupun Internasional. Badan Usaha Milik Negara yang

Muhammad Natzir Said, Perusahaan-Perusahaan Pemerintah Di Indonesia Ditinjau Dari Segi 
Hukum Perusahaan, Alumni. Bandung, !985.hlm 3?..
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diatur dalam undang-undang ini adalah Perum dan Persero, sedangkan bentuk Perjan 

yang selama ini dikenal telah dihapuskan berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 

2003 ini.

Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang No 19 Prp. Tahun 1960 Tentang 

Perusahaan Negara adalah untuk mengatur perusahaan hasil nasionalisasi perusahaan- 

perusahaan milik Belanda berdasarkan Undang-Undang Nasionalisasi No.86 tahun 

1958, LN Tahun 1958 No.162.7 Melalui Undang-Undang No 19 Prp. Tahun 1960 ini, 

Pemerintah melakukan penyeragaman mengenai bentuk usaha negara yaitu hanya 

berhentak Perusahaan Negara Akan tetapi kemudian dalam pelaksanaannya, usaha 

penyeragaman tersebut kurang efektif, karena setiap Perusahaan Negara tersebut 

memiliki karakter dan ciri yang berbeda, sehingga memerlukan pengaturan yang 

berbeda pula. Perusahaan Negara yang bersifat melayani kepentingan umum dan

tidak berorientasi laba, tentu tidak sama dengan Perusahaan Negara yang lebih

bersifat mencari laba. Maka Pemerintah lalu mengeluarkan Undang-Undang No 9 

Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara untuk mempertegas fungsi dan 

mempertegas perbedaan karakter bentuk-bentuk usaha negara.

Pada Pasal 1 Undang-Undang No 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha 

tersebut dinyatakan bahwa kecuali dengan atau berdasarkan Undang- 

Undang ditetapkan lain, bentuk-bentuk usaha negara dibedakan menjadi :

1. Perusahaan Jawatan disingkat Perjan

2. Perusahaan Umum disingkat Perum

Negara

7 Ibid., h!m. 5.
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3. Perusahaan Perseroan disingkat Persero

Hal ini berarti diluar ketiga bentuk ini dimungkinkan didirikan suatu bentuk 

usaha negara yang lain dari ketentuan Undang-Undang tersebut, asalkan tetap 

berdasar pada suatu Undang-Undang. Sebagai contoh adalah Pendirian Perusahaan

didirikanTambang Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) yang 

berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan 

Minyak Dan Gas Bumi Negara.8

Pada awalnya Pertamina didirikan dengan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun

1968. Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1968 dinyatakan

bahwa bentuk badan usaha Pertamina adalah Perusahaan Negara (PN) sebagaimana

yang dimaksud pada Undang-Undang No 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan

Negara. Kemudian dasar hukum Pertamina dikukuhkan lagi dengan Undang-Undang

No 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara, 

berdasarkan undang-undang ini nama Pertamina berubah dari PN. Pertamina menjadi 

Pertamina saja9. Walaupun demikian status Pertamina tetap Perusahaan Negara (PN) 

dan definisi Perusahaan Negara pada Pertamina berdasarkan Undang-Undang No.8 

Tahun 1971 ini adalah Perusahaan Negara seperti pada Undang-Undang No. 44 

Tahun 1960 Tentang Kuasa Pertambangan. 10

Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Per undang-undangan, Jakarta,Nuansa 
Aulia,2006 Cet 1, Hlm 14.
Undang-Undang No 8 tahun 1971 Tentang Perusahaan Penambangan Minyak Dan Gas Bumi 
Negara PasaS 2 Ayat (1)

10 Ibid., Pasa! 2 Ayat (3)
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Ciri dari Perusahaan Negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki 

oleh negara11 dari kekayaan negara yang dipisahkan,x~ dan usahanya lebih bersifat 

melayani kepentingan umum, tetapi tetap mencari laba.1'

Pada tahun 2003 Pertamina merubah statusnya dari Perusahaan Negara menjadi 

PT. Pertamina ( Persero ) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003. 

Perubahan status tersebut merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas.14 Dengan statusnya sebagai Persero 

saat ini Pertamina lebih berorientasi bisnis, tetapi Pertamina tetap tidak meninggalkan

tujuan sebelumnya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, ha! itu sesuai

dengan pengertian Persero itu sendiri yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 1 Angka 2, yang berbunyi .

46 Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah 
BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi 
dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % ( lima puluh 
satu persen ) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia 
yang tujuan utamanya mengejar keuntungan ”

Persero merupakan sebutan bagi Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk 

Perseroan Perbatas (PT). Pada awalnya Persero diatur dalam Undang-Undang No 9 

Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara , kemudian dengan Peraturan 

Pemerintah No 12 Iahun 1998 Tentang Persero, lalu kini Persero diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang menghapuskan

| Undang-Undang No 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Pasal l
12 Ibid., Pasal 6.
13 Ibid., Pasal 4

http ://www.pertamina.com/pertamina.php?ir.vccntents=webpage&mem!=: 106&page-id=3o.

http://www.pertamina.com/pertamina.php?ir.vccntents=webpage&mem!=
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Undang-Undang No 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Karena 

.bentuknya sebagai Perseroan Terbatas (PT), maka Persero ini tunduk pula pada 

Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT).

Dari pengertian Persero diatas dapat dilihat bahwa dapat teijadi suatu keadaan 

dimana tidak seluruh modal dari suatu Persero itu dimiliki oleh negara, melainkan 

dapat saja terjadi kepemilikan terhadap modal Persero oleh negara hanya sebagiannya 

saja, yaitu minimal 51 % .

Salah satu bentuk badan usaha yang cukup banyak diminati dalam praktik bisnis 

adalah Perseroan Terbatas (PT). Karena PT diyakini dapat menjadi sarana untuk 

pemupukan modal yang lebih besar jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha 

lainnya. Selain itu, PT juga dapat masuk ke Pasar Modal atau Bursa Efek apabila 

telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.15

Selain Pertamina, di Indonesia saat ini banyak badan-badan hukum baik yang 

berbentuk badan hukum Publik atau berbentuk badan hukum Privat merubah status

hukumnya, contohnya antara lain PLN yang sebelumnya berbentuk PERUM 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 merubah 

statusnya hukumnya menjadi PERSERO.16 Perum Pos dan Giro juga merubah status 

hukumnya menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah

Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Dalam Peraturan P e rundang- undangan Jakarta,Nuansa 
Aulia,2006Cet I, Hlm 13.

10 http://www.plnjaya.co.id/proftl/Profil.asp7/ldM3*>

http://www.plnjaya.co.id/proftl/Profil.asp7/ldM3*
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No. 5 Tahun 1995 pada tanggal 20 Juni 1995.17 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 

1998, tanggal 3 Febuari 1998 menetapkan pengalihan bentuk Perusahaan Umum 

(PERUM) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Lalu pada tahun 

2002 Televisi Republik Indonesia ( TVRI ) yang sebelumnya berbentuk Perjan 

merubah status hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perjan TVRI menjadi PT. 

(Persero).19

Dari perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dapat dilihat bahwa pada saat ini 

bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk badan hukum privat, 

merupakan bentuk yang banyak diminati, hal itu antara lain karena cin atau sifat dari 

bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) itu sendiri yaitu bentuk pertanggung 

jawabannya yang bersifat terbatas, dan juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya

(pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan 

menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. 20

Perubahan status badan hukum Pertamina dari Perusahaan Negara menjadi PT. 

(Persero) tersebut tentunya menimbulkan akibat hukum yang terjadi pada diri 

Pertamina. Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik 

untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul

http://www.indonesianeNvsonline.com/prangko/staxnps/zaman.htm.” Pos Indonesia Pada Zaman 
Republik Indonesia”

19 http://www. infokakereta-api.com/... /profil/index.php&subcat=sejarah&choose-lang. 
http://www.tvri.co.id/sejarah.php
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja.,&r/ Hukum Bisnis: "Perseroan Terhntn<i'\ Rajawali 
Pers., Jakarta, Edisi l, Cet. 1,November 1999, him 1

r

http://www.indonesianeNvsonline.com/prangko/staxnps/zaman.htm.%e2%80%9d
http://www
http://www.tvri.co.id/sejarah.php
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“ Analisis Terhadap Perubahan Status Pertamina Dari Perusahaan Negara (PN) 

.Menjadi PT. (Persero ) Ditinjau Dari Segi Hukum Perusahaan ”

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik, dan dari latar 

belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan, yaitu :

1. Apakah dengan perubahan status Pertamina dari Perusahaan Negara (PN) ke

PT.(Persero) dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha pertambangan ?

Bagaimanakah status kepemilikan modal pada Pertamina setelah perubahan2.

status menjadi PT. (Persero) ?

C. Ruang lingkup penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah serta tidak menyimpang dalam 

menganalisis pembahasannya, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan, 

yaitu hanya menyangkut tentang pengertian dan karakteristik dari : Perusahaan 

Negara (PN), Persero, Perseroan Terbatas (PT), BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara), profil dan sejarah Pertamina, mengenai perubahan status Pertamina dari 

Perusahaan Negara (PN) ke PT.(Persero) dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha 

pertambangan, dan mengenai status kepemilikan inodai pada Pertamina selelah 

perubahan status menjadi PT. (Persero)
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D. Tujuan penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini ialah :

1. Untuk mengetahui apakah dengan perubahan status Pertamina dari Perusahaan 

Negara (PN) ke PT.(Persero) dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha 

pertambangan

2. Untuk mengetahui bagaimanakah status kepemilikan modal pada Pertamina 

setelah perubahan status menjadi PT. (Persero)

E. Manfaat Penulisan

Dari penulisan tentang perubahan status badan hukum Pertamina menjadi PT

Pertamina (Persero) ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis

maupun secara praktis.

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum yaitu bidang

hukum Perusahaan.

b. Manfaat praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran 

bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, ataupun para 

Dosen dan bagi masyarakat awam yang ingin mengetahui tentang hukum 

perusahaan, khususnya tentang perubahan status hukum Pertamina dari 

Perusahaan Negara menjadi PT.(Persero).

I
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F. Metode penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian hukum normatif atau kepustakaan, akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan untuk melengkapi data, penulis melakukan wawancara sebagai 

data penunjang, agar diperoleh data yang akurat dan lengkap.

2. Jenis data dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder

berupa bahan pustaka yang juga dilengkapi dengan data penunjang berupa

data primer yaitu berupa data yang didapat dari wawancara dengan pihak yang

berwenang pada PT. Pertamina (Persero) UP III Plaju-Palembang.

a. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen atau bahan pustaka serta

arsip-arsip yang telah diolah dan tersaji.

b. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang 

didapat melalui objek-objek yang diteliti dalam penelitian, yang 

digunakan untuk menunjang dan melengkapi materi penelitian yang 

diperoleh dari data sekunder.

r
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Sedangkan sumber data dalam penulisan skripsi ini bersumber dari : 

a. Kepustakaan (library resectrch)

Yaitu berdasarkan pada literatur dan dokumentasi yang ada. 

Sumber data kepustakaan ini dibedakan menjadi 3 bentuk :

Bahan hukum primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti : norma 

dasar (Pancasila dan UUD 1945); Undang-Undang No. 1 Tahun 

1995 Tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang No. 19 Tahun 

2003 Tentang BUMN; PP No. 12 Tahun 1998 tentang Persero ;

1.

serta literatur-literatur yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Bahan hukum sekunder2.

Adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan

bahan-bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, karya tulis,

majalah, makalah serta artikel di media massa yang berhubungan

dengan materi penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap 'bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa 

kamus, ensiklopedia.
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Lapangan

Yaitu bersumber pada informasi dari sumber pertama yang 

belum diolah yang didapat secara langsung dilapangan.

b.

3. Tehnik pengumpulan data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini didasarkan pada jenis data sekunder dan data primer.

1. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan dan penelusuran literatur- 

literatur, arsip-arsip dan bahan-bahan bacaan yang menunjang penulisan

skripsi ini.

2. Wawancara, yaitu teknik tanya jawab untuk mendapatkan data dengan

cara menyiapkan bahan pertanyaan

4. Lokasi penelitian

Pengambilan data sekunder atau literatur yang berkaitan dengan bidang 

hukum perusahaan dilakukan pada Perpustakaan Pusat Universitas Sriwijaya dan 

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan untuk pengumpulan 

data penunjang yaitu berupa data hasil wawancara, dilakukan pada PT. Pertamina 

(Persero) UP III, Piaju-Paicmbang.

r
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5. Analisis data

Data-data yang berhasil diperoleh dan telah berhasil dihimpun akan

dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penjelasan dan penggambaran data

yang diperoleh dan kemudian diambil kesimpulannya dengan berlandaskan pada 

teori-teori dan pengertian-pengertian hukum yang disusun secara sistematis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, Cet.3.Revisi, 2006

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, PT.Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, Edisi I, Cet. 1,November 1999

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, 
Jakarta,Ed. 1, Cet. 7, 2005

C.S.T.Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. 3, 1989

I.G.Rai Widjaya, Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan 
Pelaksanaan di Bidang Usaha, Mega Poin, Bekasi, Cet. 4, 2005

Muhammad Natzir Said, Perusahaan-Perusahaan Pemerintah Di Indonesia Ditinjau 
Dari Segi Hukum Perusahaan, Alumni, Bandung, 1985

Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, PT.Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta 2004

Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Hukum Perseroan Terbatas, PT.Citra Aditya 
Bakti, Bandung, Cet 3, 2001

Rudi M. Simamora, Hukum Minyak dan Gas Bumi, Djambatan, Jakarata, Edisi 1, Cet 
1,2000

Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Berundang-undangan, 
Jakarta. Nuansa Aulia, Cet I, 2006

Soerjono Soekanto, Pengantar Penenhtian Hukum, Jakarta, Penerbii Univeisiias 
Indonesia, Cet.3, 1986



Peraturan PerUndang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Persero

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan 
Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan 
Perseroan (Persero)

Dokumen :

Akta Pendirian PT.Pertamina (Persero) Tahun 2003

Akses Internet:

http ://www. pertamina.com/

http ://www.google.com/

Sumber Lainnya :

Annalisa.Y.S.H,M.Hum, (Modul), Kerja Sama Lembaga Pelatihan Advokat 
Indonesia Dan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 
Palembang, 2007

Marliyanna, Analisis Terhadap Perubahan Status Dari Koperasi Menjadi Perseroan 
Terbatas Pada Bank Umum Koperasi Indonesia ( Skripsi ), Fakultas Hukum 
Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2003

Warta Pertamina, Agustus 2006

http://www.google.com/



